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Di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas II B Takalar
Pokok masalah penelitian ini adalah banyak hak-hak narapidana anak yang
yang tidak terpenuhi dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar.
Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam beberapa sub masalah
atau pertanyaan penelitian, yaitu :1) Bagaimana peraturan peundang-undangan
terhadap pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan ? 2) Bagaimana
pemenuhan hak-hak pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas IIB Takalar ?.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.
Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu
dengan mengelola data primer yang bersumber dari Pegawai/Staf Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar dan Narapidana Anak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana anak
dalam hal pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar belum
sepenuhnya terpenuhi. Tidak terpenuhinya dengan baik hak-hak anak ini di sebabkan
karna tidak memadainya fasilitas  yang tersedia sehingga narapidana anak tidak
mendapatkan haknya, baik itu di bidang pendidikan formal, dipisahkan dari orang
dewasa dan kesehatan. Di Lapas Takalar ini lebih mengutamakan pendidikan
keagamaan dan keterampilan. Selain itu di Lapas ini juga telah mengalami over
kapasitas sehingga hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasapun menjadi
terbengkalai, anak di tempatkan pada blok yang sama dengan narapidana dewasa hal
ini dapat mempengaruhi pola pemikiran anak, perkataan dan sikap buruk yang
ditampilkan oleh narapidana dewasa akan diikuti oleh narapidana anak. persoalan ini
akan menghambat proses pembinaan pada narapidana anak . Pada pelayanan
kesehatan terhadap narapidana anak juga belum sepenuhnya terpenuhi, karna petugas
medis yang terdapat di Lapas Takalar hanya berjumlah satu orang sedangkan jumlah
narapidana sudah melebihi kapasitas Lapas. Namun upaya terus dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar agar semua hak narapidana anak dapat
terpenuhi dengan baik
Implikasi penelitian yaitu peranan langsung dari pemerintah setempat dalam
hal ini Kementrian Hukum dan HAM untuk melakukan evaluasi terhadap
xperencanaan program-program kerja yang telah dibuat Lembaga Pemasyarakatan.
kerjasama dengan Dinas pendidikan juga di butuhkan agar proses pendidikan formal
narapidana anak dapat terealisasikan dengan baik dan sebaiknya Lapas Takalar diisi
sesuai dengan kapasitasnya agar setiap proses pembinaan dapat terpenuhi dengan
baik. pemberian sanksi yang tegas terhadap narapidana anak yang melanggar tata




A. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan penerus kehidupan bangsa dan Negara. Allah swt berfirman
dalam Q.S Luqman/ 31 : 13 :
 ِِﮫﻨْﺑِﻻ ﻦَﻤُْﻘﻟ َلَﺎﻗِْذإَو َﻻ ﱠَﻰُﻨﺑَﺎﯾَ ,ُُﮫﻈَِﻌﯾ َﻮُھَو <ﻢﯿِﻈَﻋ ٌﻢُْﻠَﻈﻟ َكْﺮ ﱢﺸﻟا ِّنإ ِ ﱠ ِﺎﺑ ْكِﺮُْﺸﺗ
Terjemahanya : “ Dan ( ingatlah ) ketika Luqman berkata pada anaknya,
diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: “ Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar “. 1
Selanjutnya didalam UUD 1945 pasal 28 B (2) “ di jelaskan bahwa setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.2 Adapun maksud dari Undang-
Undang diatas bahwa Anak adalah asset masa depan anak seharusnya di bimbing, di
arahkan, di jaga, di rawat dan didik secara baik. Tindakan kekerasan terhadap anak
akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya. Masa
perkembangan anak semestinya dipenuhi kegembiraan sehingga berpengaruh positif
1 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009
2 Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Permata Press, hal. 4
2bagi jiwanya.3 Begitupun di Lembaga Pemasyarakatan anak seharusnya di bimbing,
di arahkan, di jaga, di rawat dan di didik secara baik.
Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat
berkembang fisik, mental dan spiritualanya secara maksimal. Dalam menjalani proses
kehidupan bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang
memnyebabkan dirinya harus mejalani pidana. Sungguh merupakan suatu hal yang
sangat berat jika melihat anak yang seharusnya dapat bermain secra bebas harus di
rampas kemerdekaannya untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. 4
Beberapa produk perundang-undagan sebenarnya telah di buat guna menjamin
terlaksanya perlindungan hukum bagi anak. Misalnya Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak. Mengingat anak di pandang sebagai subjek khusus dalam
hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan
tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban
maupun sebagai pelaku, baik dalam proses Pengadilannya hingga pada penjatuhan
3http://budhivensius.blogspot.co.id/2010/02/penjelasan-dari-isi-uud-1945-pasal28.html?m=1
di akses pada pukul 15.23 (30 September 2016 )
4https://www.researchgate.net/publication/42356466_Efektivitas_Pembinaan_Narapidana_An
ak_Oleh_Lembaga_Pemasyarakatan_Anak_Klas_II-A_Tanjung_Gusta_Medan di akses pada pukul
21.08 (04 Oktober 2016 )
3sanksi yang di kenakan dan Lembaga Pemasyarakatannya. 5 Bagi anak yang harus
melewati Sistem Peradilan Pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai tahap
penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Khususnya pada tahap
pelaksanaan pidana, perhatian terhadap hal ini tidak pernah berhenti walaupun sampai
saat ini. Pembinaan narapidana anak belum secara tegas dibedakan dengan
pembinaan narapidana dewasa.
Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan
perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini mengacu pada Undang-
Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan peraturan
pelaksananya belum ada, sehingga masih memakai surat-surat keputusan dan surat-
surat edaran yang lama. Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana anak belum
sepenuhnya dilakukan secara tertib oleh Sistem Peradilan Pidana, penanganan
pembinaan narapidana anak masih terkesan merupakan tanggungjawab Lembaga
Pemasyarakatan saja. Dan pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada prakteknya
masih sering mengabaikan hak-hak anak.6
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and
freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan
5https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-
undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/ di akses pada pukul 10.39 ( 27
September 2016 )
6 http://eprints.undip.ac.id/13706/ di akses pada pukul 16.47 ( 21 Oktober 2016 )
4kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang
sangat luas. Sudah selayaknya seorang anak mendapatkan hak-haknya baik anak
tersebut masih menjalani masa hukuman pidananya didalam Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Anak maupun di luar masa hukuman pidananya.7
Untuk terlaksananya pembinaan narapidana anak harus memperhatikan
faktor-faktor yang mendukungnya, misalnya peraturan perundang-undangan, sarana
dan prasarana, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen
administrasi. Faktor-faktor ini bila tidak dicermati akan menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan anak menuju reintegrasi sehat ke dalam masyarakat. Untuk
masa yang akan datang sebaiknya dipikirkan adanya fleksibilitas dalam proses
pemasyarakatan terhadap anak, misalnya adanya kelonggaran terhadap batas-
batas/tahapan waktu serta adanya elastisitas pemidanaan, seperti adanya  pembatalan
dan pencabutan sanksi, mengingat anak sangat rawan terhadap keadaan di Lembaga
Pemasyarakatan.
Dari hasil pengamatan yang di lakukan penulis terhadap Lembaga
Pemasyarakan Kelas IIB Takalar terdapat banyak hak anak yang tidak terpenuhi
misalnya mendapatkan pendidikan formil, dipisahkan dari orang dewasa,
mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu
7http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Pelaksanaan-Hak-hak-Narapidana-Anak-
Di-Lembaga-Pemasyarakatan-Anak-Kelas-III-Mataram.pdf di akses pada pukul 19.20 ( 26 Oktober
2016 )
5bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan.
Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak-anak
pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin
tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara
arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh
jangka panjang bagi masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak
penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana.
Mereka kerapkali memperlakukan mereka sama dengan pelaku yang sudah dewasa,
semisal mereka diletakkan di Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan pelaku
dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan ekses-ekses negatif yang timbul dari
tindakan tersebut.8
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas tentang bagaimana
penerapan pembinaan terhadap hak-hak narapidana anak yang di lakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar melalui skripsinya yang berjudul :
Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Takalar.
8https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-
undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/ di akses pada pukul 20.25 ( 27
September 2016 ).
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Berdasarkan latar belakang di atas maka tercapailah pointer fokus sebagai
resresentasi dari fokus penelitian yaitu skripsi ini dimaksudkan untuk menghindari
perbedaan interpretasi makna yang bersifat esensial yang dapat menimbulkan
kerancuan dalam mengartikan judul, disamping itu juga sebagai penjelas secara
redaksional agar mudah dipahami dan diterima oleh akal sehingga tidak terjadi
dikotomi antara judul dengan pembahasan dalam skripsi ini. Karena itu, diajukan
batasan pengertian guna kesalahpahaman tentang konsep operasional judul penilitian
tentang, “Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapida Anak di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Takalar” sebagaimana berikut:
Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti : nomina
(kata benda ) proses, cara, perbuatan memenuhi.9
Hak menurut Prof.Dr.Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertenu atau dan
tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat di
tuntut secara paksa olehnya.10
Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai proses,
cara, perbuatan membina (negara dsb); (2) pembaharuan; penyempurnaan; (3) usaha,
9 http://kamuskbbi.web.id di akses pada pukul 10:38 ( 2 Desember 2016)
10 http://arekbkj2.blogspot.co.id di akses pada pukul 10:27 ( 2 Desember 2016)
7tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh
hasil yg lebih baik.11
Narapidana anak dalam Kamus Lengkap Bahasa adalah Narapidana
berdasarkan Indonesia berarti orang tahanan, sedangkan berdasarkan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan
bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
LAPAS.”Dalam hal ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak Pemasyarakatan,
dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal
1 angka 8 dijelaskan mengenai Anak Didik Pemayarakatan. Anak Didik
Pemasyarakatan adalah: Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan
Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.12
Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarkatan.13
11 http://kbbi.web.id di akses pada pukul 22.08 ( 28 Oktober 2016 )
12 http://indraachmadi.blogspot.co.id/2013/06/narapidana-anak.html di akses pada pukul
17.25 ( 1 November 2016 )
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraatan, Pasal
1 ayat (3).
8C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat
dirumuskan :
1. Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap pembinaan
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak pembinaan terhadap narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIB Takalar ?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi
dengan judul penulis, sebagai berikut:
Shanty Dellyana S.H dalam bukunya Wanita Dan Anak Di Mata Hukum
dalam buku ini di jelaskan tentang Perlindungan anak suatu perspektif, hak-hak anak
dalam pidana (anak), serta rencangan undang-undang tentag Peradilan anak.
Resosialisasi Narapidana Anak Berkaitan Dengan Efektifitas Pola Pembinaan
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan  Anak ( Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjung Pati Sumatra Barat ), oleh Aris Irawan,
Tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk pola
pembinaan narapidana anak diLembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjung
Pati dalam memenuhi upaya memenuhi resosialisasi narapidanan anak, serta
9bagaimana penerapan bentuk-bentuk pola pembinaan narapidana anak di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjung Pati berkalitan dengan upaya resosialisasi
narapidana anak dan bagaimanakah bentuk evaluasi yang di lakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjungn Pati terhadap efektif atau tidaknya upaya
resosialisasi yang di terapkan melalui pola pembinaan narapidana anak. Namun
dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, yakni hal
yang di bahas adalah bentuk-bentuk pembinaan, penerapapan pola pembinaan serta
bentuk evaluasi pembinaan narapidana anak semantara dalam penelitian ini penyusu
berfokus pada efektifitas program bembinaan narapidana anak.
Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak
Kelas II-A Tanjung Gusta, Medan, oleh  Nani Wita Sembiring, Tahun 2009. Skripsi
ini membahas tentang bagaimana efektifitas pembinaan narapidana anak yang di
lakukan oleh  Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta, Medan.
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Narapidana Anak Menurut Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Di Lembaga Pemasyarakatan, oleh Dian
Pantun Generous Simamora. Jurnal ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban
Anak di Lembaga Pemasyarakatan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang
ingin dicapai sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan peundang-undangan  terhadap
pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan
b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  Takalar
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang
pemahaman masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana dan menjalani
proses pidana memiliki hak-hak tertentu. Adapun secara detail kegunaan tersebut
diantaranya sebagai berikut:
a. Kegunaan Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam
mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam
bidang ilmu hukum tentang pemidanaan anak .
b. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini juga dapat di harapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi
Ilmu Hukum, khususnya yang menyangkut hukum pidana dalam
kaitannya dengan penegakan hukum terhadap masalah pembinaan anak




A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Sebelum berbicara tentang tindak pidana sebaiknya kita mengetahui terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri. Menurut Prof.van
Hamel arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah : “ Suatu
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab
dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh
negara”. Menurut Prof. Simons, pidana atau straf itu adalah : “ suatu penderitaan
yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu
norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang telah
bersalah”. Sedangkan menurut Algra-Janssen, telah merumuskan pidana atau strraf
sebagai:” Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka
yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari
penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang
seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya,
yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindakan pidana”.
12
Dari tiga buah rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana
sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Dalam
lapangan hukum pidana tidak di kenal istilah ” Tindak pidana anak”, yang di kenal
dalam kepustakaan hukum pidana adalah ”Tindak Pidana”. Istilah tersebut
menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang,
mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih di bawah umur.
Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata
”Tindak Pidana Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.
Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
”Strafbaar feit” atau ”Delict”, atau ”Crime” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam
beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang
dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan Strafbaar feit, seperti : perbuatan
pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum,
perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.
Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa tindak
pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh
masyarakat, jadi sudah mempunyai sociologische gelding. Adapun Utrecht dalam
bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Alasannya bahwa
peristiwa itu meliputi suatu perbuatan( handelen atau doenpositive) atau suatu
melalaikan (verzuim atau nalaten, niet-doen-negative) maupun akibatnya ( keadaan
yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).
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Moeljatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih senang
menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan
dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan
dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah
keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut
dikatakan : perbuatan ini menunjuk, baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan
akibat.
Dalam kesempatan lain dikemukakan pula, bahwa dipakai kata perbuatan
dengan alasan bahwa kata perbuatan adalah suatu pengertian abstrak yang menunjuk
kepada dua keadaan kongkret. Pertama adanya kejadian tertentu dan kedua adanya
orang yang membuat, yang menimbulkan kejadian itu. Dengan demikian, ia
menganggap kurang tepat menggunakan peristiwa pidana sebagaimana yang
digunakan dalam pasal 14 UUDS 1950 untuk memberikan suatu pengertian yang
abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang kongkret, yang hanya menunjuk kepada
suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah
Tindak dalam Tindak Pidana.
Namun demikian, tampaknya kedepan sudah ada kesepakatan
menterjemahkan istilah ”starfbaar feit” dengan pengertian tindak pidana. Hal tersebut
selain sudah banyak dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan tindak
pidana khusus termasuk sebagaimana dirumuskan dalam rancangan konsep KUHP.
Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia di dasarkan
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kepada perbuatan (daad) dan perbuatannya (dader ). Dengan demikian, tindak pidana
menunjuk kepada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan
aktif maupun perbuatan pasif, termaksud perbuatan lalai.
Adanya perbedaan terjemahan istilah strafbaar feit, secara doktrinal telah
menimbulkan perbedaan pengertian. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana
dikemukakan oleh HanzewinkelSuringa, bahwa strafbaar feit diartika sebagai suatu
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan
hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum
pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di
dalamnya.
Menurut Sudarto, yang di maksud dengan tindak pidana adalah ”Perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang
memungkinkan pemberian pidana”.
Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah ”suatu
peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan.
Menurut Karni memberikan pengertian bahwa ” Delik itu mengandung
perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa oleh
orang yang sempurna akal budinya, dan kepada siapa perbuatan patut
dipertanggungjawabkan”.
15
Adapun menurut Moeljantno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana
adalah: ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat larangan ditujukan
kepda perbuatan, ( yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelaukan
orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkannya kejadian itu”.
Dalam definisinya, Moeljanto membedakan secara tegas antara perbuatan dan
pertanggungjawaban pidana. Dengan deminkian, terhadap seseorang yang disangka
melakukan tindak pidana, pertama-tama harus dibuktikan dahulu mengenai perbuatan
yang telah dilakukannya apakah telah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak.
Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang, namun tidak secara otamatis orang tersebut harus dihukum,
karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggung jawabnya. Apabila
dianggap tidak mampu bertanggung jawab, maka orang tersebut lepas dari segala
tuntutan hukum. Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem
Anglo Saxon yang memisahkan antara Criminal Act dan Criminal Responsibility.
Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap
anak yang telah melakukan criminal act selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya,
patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian,
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diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka
telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah
pertanggungjawaban pidananya. 1
Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah
“hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang
digunakan untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi menurut beliau istilah “pidana”
lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arif “Istilah
hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti
yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang
cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi
juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.
Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan
pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya
yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan
strafbaar feit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan
lebih lanjut mengenai strafbaar feit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan
mengenai strafbaar feit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana
dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.
Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk
1 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional
Perlindangan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Ruko Jambusari No.7A,2013). Hal 9-11
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istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada
terjemahan resmi strafbaar feit.
Beberapa pendapat pakar hukum mengenai tindak pidana, antara lain sebagai
berikut:
a. Menurut Simon
Tindak pidana merupakan tindakan melanggara hukum pidana yang telah
dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang
hukum pidana telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat
dihukum.
b. Menurut Van Hamel
Tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-
hak orang lain.
c. Menurut Kanter dan Sianturi
Tindak pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan
keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana
oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta




Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata
tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya
kepentingan hukum.
e. Menurut E.Utrecht
Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut
delik, karna peristiwa itu suatu perbuatan ( handelen atau doen positif )
atau suatu yang melalaikan (natalen-negatif) maupun akaibatnya (keadaan
yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).2
Dalam hukum islam, tindak pidana (delik,jarimah) diartikan sebagai
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarah yang di ancam oleh Allah SWT
dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan syarah tersebut adakalanya berupa
mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan.3
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa Pengertian tindak
pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung
jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh
2Effendi Erdianto,Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar ( Bandung: PT.Refika Aditama,
2011), hlm.21
3 Ahmad Ali, Yusril Versus Criminal Justice System ( Makassar : PT.Umitoha Ukhuwah
Grafikan,2010),hlm.48
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undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk
membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah
apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.4
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri
dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si
pelaku itu harus di lakukan.5
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan
karenannya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).6
Menurut doktrin, unsure-unsur delik terdiri atas unsure subjektif dan unsure
objektif. Terhadap unsure-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.
4 http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html di akses
pada 25 April 2017
5 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html di akses pada
25 April 2017
6 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2008),hlm.61.
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a. Unsur Subjektif
Unsure subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya
pelaku (seseorang atau beberapa orang).7 Asas hukum pidana menyatakan
an act does make a person guily unless the mind is gily actus non facit
reum mens sit rea ( tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan).
Di lihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan
sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus di penuhi sebagai suatu
peristiwa pidana ialah sebagai berikut:
1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada
suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat
dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau
dijelaskan dalam ketentuan hukum.
3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang
disalahkan oleh ketentuan hukum.
7 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Semarang : Sinar Grafika,2005), hlm.7
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4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-
nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan
tersebut memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman
hukuman maka pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatnkan
hukumannya.8
b. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1) Perbuatan manusia, berupa :
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif,
b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membiarkan.
2) Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya
nyawa,badan kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.
3) Keadaan-keadaan ( circumstances)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
a) Keadaa pada saat perbuatan dilakukan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
8 Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm.175.
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4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasaan-alasan yang
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum
adalah perbuata itu bertetangan dengan hukum, yakni berkenaan
dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.9
B. Tinjauna Umum Tentang Pemidanaan
1. Pengertian Pemidanaan
Menurut Sudarto,menyatakan bahwa penghukuman itu bersala dari kata dasar
hukum, sehingga dapat diartikan menetapkan hukum atas memutuskan hukum
tentang hukumnya (berechten). Menetapkan untuk suatu peristiwa tidak hanya
menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga bidang hukum perdata. Karena
tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya,
yakni hukuman dalam perkara pidana, kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau
pemberian atau penjatuhan pidana  oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini
mempunyai makna sama dengan sentence atau vervoordeling.10
9 Tim Modul. Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : Pusdiklat,2008), hlm.38




Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin
dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejatan,
c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan
kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak
dapat diperbaiki lagi.11
Menurut Andi Hamzah belum banyak sarjana yang membahasnya, namun
dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:
a. Mencegah dilaukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum
demi pengayoman masyarakata;
b. Mengadakan koreksi terhadap terpidan demikian menjadikannya orang
yang baik dan berguna serta mampu hidup bermasyarakat;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.12
3. Teori Pemidanaan
Bagi hakim yang bijak, ketikan ia akan menarik dan menetapkan amar
putusan, ia terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan
dicapai dari penjatuhan pidana ( jenis dan berat ringannya ), baik bagi terdakwa,
maupun masyarakat maupun Negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum
11Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2012),
hlm.11
12 Andi Hamzah,Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, hlm
23-24
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pidana dapat membantunya. Ketika Jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim
hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering kali bergantung  pada
pendirian mereka mengenai  teori-teori pemidanaan yang di anut. 13
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang
banyak itu dapat di kelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :
a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Vergeldings theorinen)
Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat
dijatuhkannya pidana kepada pelaku, secara historis tujuan pemidanaan dengan teori
pembalasan (retributive theory). Menurut teori ini, alasan pembenar dalam penjatuhan
hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat, pandangan
teori retributive sebagai tujuan hukum yang paling tua, hukuman hanya
diperuntukkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini setiap individu
manusia itu bertanggug jawab atas setiap apa yang dilakukannya.14 Teori absolute
atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam yaitu :
1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan
pda kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam
hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta ;Rajawali Pers,2013), hlm.157
14 Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana ( Jakarta :
Indhill CO,2007), hlm.8
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yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan
kesensaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya
menurut teori ini kesalahan sipembuat kejahatanlah yang harus
mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesensaraan disebabkan oleh
kesalahan yang ringan, maka sipembuat kejahatan sudah seharusnya
dijatuhi pidana yang ringan.15
b. Teori relative atau teori tujuan ( Doeltheorien )
Teori relatif atau tujuan mencari dasar hukum pidana dalam
menyelenggarakan tertib masyarakat  dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk
prevensi terjadinya kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini
memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan, pembalsan itu
sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagain sarana melindungi kepentingan
masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa “ pidana bukan
sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah
melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang
bermanfaat. Oleh karna itu teori ini pun sering juga disebut sebagai teori tujuan (
utilitarian teori).”16
15 Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2012 ),
hlm 11
16 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan kebijakan pidana (Cet.II;Bandung;
Alumni,1998), hlm.16-17
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Untuk mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat, maka pidana itu
mempunyai 3 macam sifat yaitu :
1) Bersifat menakut-nakuti ( avchrikking);
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering);
3) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken).
c. Teori Gabungan ( Verenigingsthrorien)
Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan
teori tujuan , maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran
bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan
ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan
pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini
dibagi dalam 3 golongan, yaitu :
1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas
itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup
untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib
masyarakat, tetapi tidak boleh lebh berat daripada suatu penderitaan
yang beratnya sesuai dengan beratnya yang dilakukan oleh terpidana.
3) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus
dititikberatkan sama.   Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya
oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya  suatu pidana harus
memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun
sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide
pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif
maupun secara positif.17
17 http://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html di akses pada tanggal 14
Maret 2017
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C. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak
Hukum di Indonesia memberikan berbagai macam definisi mengenai anak
berdasarkan Undang-undang maupun Konvensi Hak Anak Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya definisi anak berdasarkan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan
anak ialah :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.18
Definisi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang rumusannya :
“Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan belum
pernah kawin.”19
Definisi anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989 yang dimaksud dengan anak pada
Artikel 1 adalah :
“Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia
di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang
berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.
18 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  Pasal 1 angka (1)
19 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
Pasal 1 Angka 2
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Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka (5) yang dimaksud dengan anak pada Undang-
Undang ini ialah :
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum
menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentingannya”.20
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak dalam Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan anak adalah :
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga
melakukan tindak pidana”.21
Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu
anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk didalamnya
anak yang masih berada dalam kandungan ibunya atau belum pernah menikah,
walaupun berusia dibawah delapan belas tahun akan tetapi sudah menikah tidak dapat
dikategorikan anak lagi.
Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam
lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Karena
adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan
hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan
criteria seorang anak. perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 1 Angka (5)
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak, Pasal 1 angka (3)
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undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang
merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan dan
tujuan tertentu.
Dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa :
“For the purpose of the convention, a child means every human being below
the ageof 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is
attained earlier” ( Yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah
setiap orang yang berusiadi bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-
undang yang berlaku bagi anak di tentukan bahwa usia dewasadi capai lebih
awal).22
Sejalan dengan peryataan di atas, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang rumusannya :
“Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan belum
pernah kawin.”23
Dalam penjelasannya lebih lanjut di uraikan bahwa : batas umur 21 tahun di
tetapka karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,
tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak
di capai pada umur tersebut. Di jelaskan pula :
” Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak
22 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional
Perlindangan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Ruko Jambusari No.7A,2013). Hal. 4
23 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
Pasal 1 Angka 2
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melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan
hukum yang berlaku”. 24
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan status anak
nakal berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara.
Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasrkan putusan pengadilan menjalani
pidana di lembaga pemasyarakatan (LP) anak paling lama sampai berumur 18 (
delapan belas ) tahun. 25
Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang yang sudah balig atau
belum balig tidak di dasarkan pada batas usia, melainkan di dasarkan atas tanda-tanda
tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan
kewajiban melaksanakan syar’i. Seseorang di kategorikan Mukalaf, yaitu seorang
laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah bekala dan
balig. Seorang di kategorikan Balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah
haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian,
Muhammad Ustman Najati dalam Kitab Hadis Nabi ilmu jiwa, mengkategorikan
remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja,
biasanya di mulai dari usia 12 tahun sampai 21 tahun.26
2. Pengerian Narapidana Anak
24 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional
Perlindangan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Ruko Jambusari No.7A,2013). Hal. 5
25 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta :jl.Sawo Raya No.18 ), Hal. 26
26 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional
Perlindangan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Ruko Jambusari No.7A,2013). Hal. 7-8
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Pengertian narapidana berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti
orang tahanan. sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa: “Narapidana
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.” Dalam hal
ini narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan, dan di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8
dijelaskan mengenai Anak Didik Pemayarakatan. Anak Didik Pemasyarakatan
adalah:
a. Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana
di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
b. Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama
sampai berumur 18 tahun.
c. Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh
penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia
18 tahun.27
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 angka (2) yang dimaksud Anak Nakal ialah :
Anak Nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.28
3. Hak-Hak Pembinaan Narapidana Anak
27 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
baba I, Pasal 1 angka 8
28 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
Pasal 1 angka (2)
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Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi
pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan
reintegrasi bagi warga binaan Pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu
antara Pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas
warga binaan pemasyarakatan.  Hak seorang manusia merupakan fitrah yang sejak
mereka lahir. Ketika lahir manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan
kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda.  Dalam
pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin:hak) hanya menunjukkan hukum
dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang,
aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi
kepentingan umum. Pada akhir abad pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan
benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati
menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. 29
Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan
seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka dianggap telah melakukan
suat kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas didalam
Lapas. Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya undang-undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pada saat ini narapidana diperlaukan secara
manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomro 12 Tahun
29 K.Bertens, Etika,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2007),hlm 56
33
1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam pembinaan
Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakukan dan pelayanan.
Hak hak narapidana anak diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :
1. Melakukan ibadah sesuai agama agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perwatana, baik perawatan rohani maupun perwatan
jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga,penasehat huku,atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
10. Mendapatkan bebas bersyarat;
Mendapatkan cuti menjelang bebas;30
30 Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Pasal 22 ayat (1)
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D. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan
pemasyarakatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Lembaga
Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu
penyelidikan atau usaha.
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang
keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum
dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan
kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang
dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut
terlibat, untuk kembali kemasyarakat. 31
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan
bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah
agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lapas adalah suatu tempat
untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik
Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat
tersbut disebut dengan istilah penjara.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah
Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan
31 http://kamuskbbi.web.id di akses pada pukul 10:38 ( 2 Desember 2016)
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Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang
tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau
tidak oleh hakim. Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri
Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan
kepenjaraan bukan hanya melaksanakaan hukuman, namun tugas yang jauh lebih
berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker
yaitu penjara.
Menurut R.A Koesnan, berdasarkan asal-usul (etomologi) kata penjara berasal
dari kata penjoro ( bahasa jawa) yang artinya tobat atau jera di penjara dibuat tobat
atau di buat jera. Sedangkan Suharjo Widiada, mengatakan bahwa Lembaga
Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebjaksanaan yang bersifat
mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan segaligus pula mengayomi
warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah
menjalani masa pidananya ia akan mejadi anggota masyarakat yang dapat
menyesuiaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar.32
Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya
ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai ruamh penjara, yakni tempat
dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh
hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Pemberian sebutan yang baru kepada
32 http;//www.repository.unhas.ac.id di akses pada 28 April 2017
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rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya
dengan gagasan bliau untuk menjadikan lemabaga pemasyarakatan bukan saja
sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat
untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setalah selsai
menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan
kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat
pada hukum yang berlaku. Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tuuan dari
pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah penjara
itu telah diganti dengan sebutan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi
dalam prektik ternyata gagasan tersebut telah tidak didukung oleh suatu konsepsi
yang jelas dan sarana-sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa
ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan itu, masih tetap
merupakan peraturan-peraturan yang dahulu kala telah dipakai orang sebagai
pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman didalam penjara.
Sesuai dengan bunyinya pasal 4 Gestichtenreglement, penghuni suatu
Lembaga Pemasyarakatan yang disebut gevangenen atau orang-orang tahanan itu
terdiri atas:
a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan,
b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara,
c. Orang-orang yang disandera atau gegijzelden,dan
d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana
kurungan, tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga
pemasyarakatan.
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Manual Pemasyarakatan golongan-golongan orang-orang yang dapat
dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:
a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan,
b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan,
c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan
negeri setempat,
d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan
e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi
dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah. 33
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan
Sistem pemasyarakatan merupakkan suatu rangkaian kesatuan penegakan
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan
sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk
mencapai tujuan tersebut malalui pendidikan,rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem
pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi
masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan
Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
33 Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,2012 ),
hlm 5.
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Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk




d. Tidak mengulangi tindak pidana;
e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
f. Dapat aktif berperang dalampembangunan; dan
g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Selanjutnya juga dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan    berfungsi untuk
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat
denga masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggungjawab.34
E. Sistem  Pemasyarakatan
1. Konsep Sistem Pemasyarakatan
Dalam pasal 1 Poin 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, ditentukan bahwa:
“ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
34 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Pasal 2
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dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggungjawab”. 35
Kemudian dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:
“Sistem pemasayarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari keslahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.36
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah
memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap
kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pendidikan dan memperlakukan
narapidana dengan amat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.
Pelaksanaan pidana penjara dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat
ini mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Dwidja Piyanto menyatakan Penjelasan umum Undang-undang Pemasyarakatan yang
merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di
Indonesia dinyatakan bahwa :
a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran
baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi
juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan
35 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Pasal 1 poin 2.
36 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Pasal 2
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pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari
30 tahun yang dikenal dan di namakan sistem pemasyarakatan.
b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel)
pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP),
pelepasan bersyarat (pasal 15 KUHAP), dan pranata khusus penentuan
serta penghukuman terhadap anak (pasal 45,46,dan 47 KUHAP), namun
pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem
pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan  pada unsure balas
dendam dan penjerahan., sehingga instutusi yang di pergunakan sebagai
tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapida dan rumah
pendidikan Negara bagi anak yang bersalah.
c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsure balas dendam
dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “ rumah penjara” secara
berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak
sejalan dengan konsep rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana
menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak
pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab
bagi diri, keluarga dan lingkungannya.
Bardasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan
narapida dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begutu pula institusinya yang mula
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disebut rumah penjara dan rumah pendididkan Negara berubah menjadi Lembaga
Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan
Nomor J/H/8/506 Tanggal 17 Juni 1964.
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :
a. Asas Pengayoman
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka
melindungi  masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh
wrga binaan pemasyarakataan, juga memberi bekal kepada kehidupan
warga binaan pemasyarakatan  menjadi warga yang berguna di dalam
masyarakat.
b. Asas Persamaan dan Pelayanan
Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang
sama dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
c. Asas Pendidikan
Di dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan
mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara
lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan
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kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
masing-masing.
d. Asas Pembimbingan
Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga
mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan
menanamkan jiwa kekelurgaan, keterampilan, pemdidikan kerohanian,
dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.
e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
Warga binaan pemasyarakatan tetp di perlakukan sebagai manusia dengan
menghormati harkat dan martabatnya.
f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderiataan
Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk
memberi kesempatan kepada Negara untuk memperbaikinya, melalui
pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lemabaga Pemasyarakatan
warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain
sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya
tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,
makanan,minuman,pakaian, tempat tidur, lathan keterampilan, olahraga
atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakuakn
diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya.
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Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah
kehilangan kemerdekaan.
g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang Tertentu
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan
dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk
itu, iya tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk
kunjungan, hiburan kedalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota
masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan
keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. 37
2. Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan
Widjono ( 1980:45) mengemukakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha
untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmania dan rohania sehingga dapat
menyesuaikan dan meningatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta
kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Lembaga Pemasyaraktan sebagai institusi
yang menangani  masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar
mencapai hidup sehat jasmani dan rohani melalui pembinan kepribadian dan
kemandirian. secara professional dan formal, sistem pemidanaan dipelajari dalam
ilmu pekerjaan sosial. Hal ini erat kaitannya dengan masalah  fungsi sosial, yaitu
kemampuan seseorang untuk menjalankan peranannya sesuai dengan tuntutan
lingkungannya, dan diarahkan untuk membantu individu ataupun masyarakat dalam
37 Dwidja Priyatno,Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia, (Bandung: PT.Refika
Aditama.2006), hlm.102
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menjalankan fungsi sosialnya. Pada kasus pembinaan narapidana, yang berperan
sebagai pekerja sosial adalah Pembina, sedangkan klien yang dihadapi adalah
narapidana (warga binaan).
Pembina dalam upaya melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah
struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku narapidana dari
suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya ini di lakukan dengan melalui
suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan
yang sudah relative mapan. 38
Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan
Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat
diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam
pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang
narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya
sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang
tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Setelah proses pembinaan
telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9
38 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Perspektif Sosiologi
Islam, (Bandung:PT.Marja,2012), hlm. 44
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bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir.
Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program
integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya
masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti
menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien
Pemasyarakatan.39
39http://hmibecak.blogspot.co.id/2007/05/esensi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai.html




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif-empiris yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang hak
hak narapidana anak yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Kemudian secara empiris mengkaji kenyataan yang terjadi
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar tentang pemenuhan hak-hak
pembinaan narapidana anak.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan
dengan di fokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar. Adapun
alasan memilih lokasi ini di karenakan banyak hak-hak narapidana anak yang tidak
terpenuhi dengan baik.
B. Pendekatan Penelitian
Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menghubungkan antara pendekatan
yuridis empiris dan yuridis normatif.
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1. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji
tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori
hukum mengenai penerapan aturan. Dalam hal ini penulis berpedoman pada
Undang-Undang RI yang terkait dengan hak hak narapidana anak yaitu
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Sedangkan Penelitian yang mengunakan pendekatan yuridis empiris berarti
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.




Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada
peratara melalui tehnik wawancara dengan narasumber yaitu Staf Registrasi
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar, Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar dan Narapidana
Anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar. Dan tehnik observasi
yaitu mengamati langsung kondisi Lapas Takalar dan kegiatan yang
dilakukan oleh Narapidana Anak.
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku,
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.
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D. Metode Pengumpulan Data
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data.
Sebagia berikut :
1. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.1 Wawancara
langsung dengan Staf Registrasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar, Sipir Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Takalar dan Narapidana Anak.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala
yang diteliti.2 Mengamati kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar  dan mencatat secara langsung  kegiatan Narapidana Anak.
E. Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna
mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.3dan
di sajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
1 Cholid Narbuko/ H. Abu Achmadi, metodologi penelitian,(Jakarta: Bumi Askara,2012).
h.70
2 Cholid Narbuko/ H. Abu Achmadi, metodologi penelitian,(Jakarta: Bumi Askara,2012).
h.83
3 Rianto Adi, Metodoogi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit,2010), h.56.
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permasalahan serta penyelesaianannya yang berkaitan erat dengan penyusunan skripsi




A. Kondisi dan Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Takalar merupakan unit pelaksanaan
teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina warga binaan pada
umumnya dan narapidana pada khususnya. Agar dapat melaksanaka tugas-tugas
tersebut maka petugas pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme kerja
sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat menjalankan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab. Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Takalar yaitu :
VISI :
1. Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar;
2. Tangguh dalam pembinaan ;
3. Prima dalam pelayanan; dan
4. Unggul dalam pengamanan.
MISI:
Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju
tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa
dan Negara.
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Visi dan misi tersebut di harapkan selalu menjadi patokan utama dalam
menjalankan segala tugas dan kewajiban khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Takalar. Oleh karena dengan adanya visi dan misi tersebut, maka pihak
Lapas di harapkan dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab Lapas.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar merupakan tempat yang
diperuntukan untuk menampung narapidana dewasa. Sistem pelaksanaan pembinaan
di atur berdasarkan kebutuhan narapidana dewasa untuk memenuhi dan
melaksanakan kewajiban sebagai seorang narapidana dewasa. Namun pada
kenyataannya, di dalam Lapas Kelas IIB Takalar juga menampung narapidana anak
dan tahanan titipan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar sendiri terdapat
beberapa narapidana anak yang menjalani masa hukumannya Ada beberapa
pertimbangan mengapa para narapidana anak ditempatkan di Lapas Kelas IIB
Takalar. Ince Muhammad Ruslan yamg menjabat sebagai  Pembimbing
Kemasyarakatan (PK),1 menjelaskan bahwa alasan utama yang menyebabkan
narapidana anak ditempatkan pada Lapas ini adalah karena jauhnya Lapas anak  dari
daerah ini sehingga menyebabkan anak ini akan jauh dari orang tuanya yang akan
menimbulkan emosional anak akan terganggu. Anak selalu membutuhkan kunjugan
dari orang tua dan orang-orang terdekatnya untuk menemaninya dalam masa-masa
sulit seperti ini. Apabila narapidana anak di tempatkan di Lapas Anak Pare-pare,
kemungkinan orang tua anak akan sedikit terkendala untuk melakukan pendampingan
1 Wawancara dengan Ince Muhammad Ruslan, seksi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
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rutin terhadap anaknya disebabkan karena jarak tempuh yang jauh dan semua
narapidana anak yang terdapat di dalam Lapas Kelas IIB Takalar berasal dari
kabupaten Takalar.
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar juga terdapat bagunan
dan beberapa sarana yang merupakan faktor penunjang dalam proses pembinaan
terhadap wargabinaan (narapidana), diantaranya seperti perkantoran, klinik, dapur,
ruang sarana kerja, bangunan ibadah,sarana olahraga (aula untuk
bulutangkis,lapangan tenis, lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan takrow,
ruangan tenis meja),  dan blok-blok hunian warga binaan. Sarana tersebut dapat
digunakan untuk kepentingan seluruh narapidana tak terkecuali narapidana anak.
Berikut tabel daftar nama narapidana anak yang terdapat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar  yang penulis peroleh sewaktu mengadakan
penelitian :
Tabel 1
Data narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
No Nama Usia Jenis Kejahatan Masa Hukuman
1 Sunardi 17 Tahun Pencurian 2 tahun 6 bulan
2 Aswar 17 Tahun Pencurian 8 bulan
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B. Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak Di
Lembaga Pemasyarakatan
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , narapidana anak
harus ditempatkan di Lapas Anak. Untuk di daerah Sulawesi Selatan, Lapas Anak
terdapat di kota Pare-pare yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pare-pare.
Lapas ini diperuntukan bagi narapidana anak yang berada di Sulawesi Selatan.
Pemisahan tempat seperti ini sangat penting dilakukan guna menghindarkan
narapidana anak dari pengaruh pergaulan narapidana dewasa yang dapat membawa
dampak negatif bagi perkembangan kepribadian narapidana anak.
Manusia adalah mahluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban.
Konsep mengenai “hak” dan “kewajiban” adalah konsep yang terjalin kepada setiap
manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-
nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang
berbeda terhadap konsep “hak” dan “kewajiban”, namun semuanya mengarah kepada
suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah suatu yang esensial
pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para narapidana tidak
terkecuali narapidana anak.
C.I. Harsono(1995:48) menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah
kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka
53
seseorang harus mengenal diri sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan
narapidana termasuk narapidana anak, mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Mengenal diri sendiri;
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan;
3. Mengenal potensi diri;
4. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah
yang positif, kearah perubahan yang semakin baik;
5. Mampu memotivasi orang lain;
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri,
keluarga,kelompoknya,masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan
negaranya;
7. Mampu berfikir dan bertindak;
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat;
9. Memiliki tanggung jawab;
10. Menjadi peribadi yang tangguh.2
Hak-hak anak Pidana di atur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-undang  Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :
1. Melakukan ibadah sesuai agama agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perwatana, baik perawatan rohani maupun perwatan
jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga,penasehat huku,atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
10. Mendapatkan bebas bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;3
2 C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995),  hlm.5
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Hak anak pidana juga di atur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , sebagai berikut :
1. Di perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umumnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan rekreasi rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap,ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir
dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka Pengadilan Anak yang objektif tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup unutuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya
oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksebilitas,terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4
Mengenai pendidikan dan remisi terdapat  putusan menteri yaitu Dalam
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab IX dalam Deskripsi Ruang Lingkup Pembinaan
tentang Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan) dikatakan bahwa:
“ Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir anak
pidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan
3 Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
Pasal 22 ayat (1)
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Pasal 3
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positif yang diperlukan selama pembinaa. Pembinaan intelektual (kecerdasan)
dapat dilakukan baik  melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan
non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat
ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal,
diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-
kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan no-formal
yang paling murah dan paling mudah ialah kegiatan ceramah umum dan
membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari
luar, misalnya membaca Koran/majalah, menonton tv, mendegarkan radiodan
sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal
maupun non-formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar
Paket A dan Kejar Usaha.”5
Remisi diberikan oleh Meteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang
terdiri atas :
a. Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
b. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari  besar keagamaan
yang dianut oleh para narapidana dewasa dan narapidana anak yang
bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari
satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari
besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana
dewasa dan narapidana anak yang bersangkutan selama menjalani
pidana:
1) Berbuat jasa epada Negara.
2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemnusian.
3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan.
Besarnya remisi umum adalah :
a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dewasa dan narapidana anak yang telah
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 ( dua belas ) bulan.
b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12




Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1);
b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
c. Pada tahun ketiga diberi remisi 4 (empat) bulan;
d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberi remisi 5 (lima)
bulan; dan
e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan
setiap tahun.
Berdasarkan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
di atas maka secara otomatis menjadi hak setiap narapidana anak yang berada di
Lapas Kelas IIB Takalar dengan ini Lembaga pemasyarakatan berkewajiban
memenuhi hak tersebut.
C. Pemenuhan Hak-Hak Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas IIB Takalar
1. Hak Untuk Beribadah
Dalam proses pelaksanaan ibadah setiap narapidana maupun tahanan tak
terkecuali narapidana anak  dan tahanan anak  di Lapas Kelas IIB  Takalar yang
mayoritas beragama Islam, di wajibkan untuk sholat lima waktu. Pembinaan ini
ditujukan agar setiap narapidana dewasa maupun narapidana anak mampu mengambil
hikmah dari ritual-ritual spiritual sekaligus membantu dalam proses kejiwaan menjadi
lebih baik. Dalam hal fasilitas beribadah, Lapas Kelas IIB Takalar telah meyediakan
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sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi yang beragama islam. Akan tetapi
Karna banyaknya  narapidana dewasa  yang terdapat di Lapas Kelas IIB Takalar ini,
sehingga terkadang para narapidana dewasa maupun narapidana anak melaksanakan
sholat diluar masjid (teras masjid). Hal ini juga di kemukakan oleh Ince Muhammad
Ruslan selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengatakan bahwa di Lapas
Takalar di sediakan sebuah mesjid sebagai tempat beribadah bagi para narapidana
dewasa maupun narapidana anak.6 Meskipun begitu tidak ada pembatasan bagi
mereka untuk beribadah selama ibadah itu tidak mengganggu aktivitas para pemghuni
Lapas atau sesama warga binaan pemasyarakatan.
Dari hasil yang penulis peroleh di atas, tampak bahwa hak narapidana anak
maupun narapidana dewasa dalam hal melakukan  ibadah belum terpenuhi dengan
baik. Karena fasilitas yang kurang memadai.
2. Hak Mendapatkan Perawatan, Baik Perawatan Rohani maupun
Perawatan Jasmani
Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang memainkan peranan
penting dalam kehidupan manusia. Pembinaan kesehatan jasmani yang memfokuskan
diri pada pembentukan otot-otot yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran
darah yang lancar dan sebagainya.
a. Perawatan Rohani
6 Wawancara dengan Ince Muhammad Ruslan, seksi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
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Pembinaan rohani (kejiwaan) di Lapas Takalar di lakukan setiap selesai
sholat magrib dengan memberikan kultum (kuliah tujuh menit) bagi semua
narapidana dan di lanjutkan dengan shalawatan bersama setelah sholat isha. Menurut
Sunardi (narapidana anak) mengatakan bahwa kita di wajibkan mengikuti kultum dan
shalawatan setelah sholat tapi terkadang banyak narapidana dewasa yang tidak
mengikuti kegiatan tersebut.7
Dari hasil yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa
narapidana dewasa yang sering tidak mengikuti kegiatan yang di buat oleh Lapas
Takalar dapat memberikan dampak negative bagi narapidana anak karena perilaku
tersebut bisa saja ditiru oleh narapidana anak.
b. Perawatan Jasmani
Biasanya pembinaan kesehatan jasmani  di Lapas Kelas IIB Takalar di
adakan setiap sore narapidana anak  bermain takrow ataupun sempak bola bersama
narapidana dewasa dan biasa juga dengan petugas Lapas namun jadwalnya tidak di
tentukan. Menurut wawancara yang di lakukan penulis terhadap salah satu narapidana
anak yaitu Aswar mengatakan bahwa “ hampir setiap sore setelah sholat adzhar kami
bermain bola atau takrow bersama petugas atau sesama narapidana anak maupun
7 Wawancara dengan Sunardi, Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar
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narapidana dewasa ”.8 Padahal yang kita ketahui bersama bahwa narapidana anak
dan narapidana dewasa tidak boleh disatukan.
3. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran
Beberapa masalah yang di hadapi Lembaga Pemayarakatan Kelas IIB Takalar
salah satunya mengenai keterbatasan fasilitas untuk membina narapidana anak di
bagian pendidikan khususnya penddikan formil. Di tahun 2016-2017 ini bahkan
narapidana anak sudah tidak lagi mendapatkan pengajaran formil ini di karnakan
tidak adanya guru yang membina sehingga untuk pendidikan formil sama sekali tidak
ada. Mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian akan kebutuhan
sekolah. Masalah lain yang di hadapi yaitu dari aspek yuridis, belum adanya
peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai
pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya
menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas.
Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur secara
mendetail. Keadaan ini yang membuat pihak Lembaga Pemasyaraktan kesulitan
untuk melaksanakan peratuuran tersebut. Kegiatan pembinaan yang di berikan hanya
di fokuskan pada keagamaan. Setiap narapidana diberikan pembelajaran mengaji
khusus bagi yang beragama islam hal ini di lakukan setiap pukul 15:00 Wita. Hal ini
8 Wawancara dengan Aswar, Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar
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di lakukan guna membangkitkan jiwa dan kesadaran beragama para narapidana
sehingga setelah bebas dari Lapas Kelas IIB Takalar ini mereka dapat menerapkannya
di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hal ini juga merupakan suatu program  Hatam
Alquran bagi setiap narapidana dewasa dan tahanan tak terkecuali narapidana anak
dan tahanan anak yang di buat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar.
Selanjutnya pendidikan kemandirian yang diberikan kepada narapidana anak
maupun narapidana dewasa  dalam bentuk pendidikan keterampilan yakni berupa
keterampilan membuat bingkai dari Koran bekas, membuat lemari, perbengkelan  dan
menjahit. Menurut wawancara terhadap salah satu narapidana anak yang bernama
Sunardi mengatakan bahwa keterampilan membuat bingkai dari Koran bekas dan
membuat lemari di di dapatkan dari pengajaran yang diberikan oleh narapidana
dewasa. Menurutnya nanti hasil kerajinan tersebut akan di jual kepada pembesuk
ataupun pegawai Lapas.9 Hal ini juga di pertegas oleh Ince Muhammad Ruslan selaku
Pembimbing Kemasyarakatan (PK), beliau mengatakan bahwa keterampilan
narapidana anak dalam membuat bingkai dan membuat lemari merupakan kegiatan
menularyang diajarkan langsung oleh narapidana dewasa khususnya para residivis. 10
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lembaga
9 Wawancara dengan Sunardi, Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar
10 Wawancara dengan Ince Muhammad Ruslan, seksi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
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Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar telah diupayakan sebaik mungkin. Meskipun
terdapat banyak kekurangan.
4. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar terdapat klinik yang di
peruntuhkan bagi semua narapidana baik narapidana anak maupun narapidaa dewasa.
Menurut wawancara dengan salah satu nararapidana anak yaitu Sunardi mengatakan
bahwa   “ klinik ini digunakan untuk semua narapida tetapi klinik ini sangat tidak
memadai di karnakan tenaga medis yang ada hanya 1 orang .“11 Kondisi ini tentu
sangat merugikan narapidana termasuk narapidana anak,  tenaga medis di suatu
Lemabaga Pemasyarakatan memang sangat penting karena banyaknya narapidana
yang bisa saja terkena penyakit akan sangat berdampak buruk jika tenaga medis tidak
memadai.
Berdasarkan   hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa pemenuhan hak di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar dalam hal pemberian pelayanan
kesehatan tidak berjalan baik dikarnakan belum memenuhi konsepsi standar minimal
pelayanan kesehatan bagi narapidana hal ini di buktikan dengan kurangnya jumlah
petugas medis yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar.
11 Wawancara dengan Sunardi, Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar
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5. Hak Dipisahkan Dari Orang Dewasa
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar proses pembinaan
terhadap narapidana anak baik itu pembinaan pendidikan dan pengajaran dan
pelayanan kesehatan dilakukan pada satu tempat yang sama dengan narapidana
dewasa. Untuk tempat tinggal narapidana anak, pihak Lapas menyediakan satu blok
khusus yang di peruntuhkan untuk narapidana anak hal ini di lakukan guna
menghindari anak dari pengaruh narapidana dewasa yang dapat merusak pisikologi
anak.  Namun ada kendala yang di hadapi  Lapas Takalar yaitu Over capacity, Lapas
yang harusnya hanya diisi dengan 220 narapidana sekarang melebihi kapasitasnya
sehingga membuat proses pembinaan terhadap narapidana anak menjadi tidak
maksimal. Petugas Lapas kualahan dalam mengawasi pergaulan narapidana anak dan
narapidana dewasa hal ini mempengaruhi bisa mempengaruhi mental anak. salah satu
petugas Lapas Pak Muslim12 mengatakan bahwa “ narapidana anak dan narapidana
dewasa sering bermain bola bersama dan tak jarang narapidana anak berbincang-
bincang dengan narapidana dewasa. Kita juga sering kecolongan biasanya ada
narapidana anak yang disuruh mengangkat air untuk mengisi bak air di kamar
narapidana dewasa”. Akibat lain dari over capacity ini adalah kurang terjaganya
kebersihan Lapas sehingga narapidana anak rentan akan penyaki dan narapidana anak
dan narapidana dewasa juga di tempatkan pada satu blok dengan kamar yang
berbeda. Namun berbeda dengan peryataan yang dilontarkan oleh Ince Muhammad
12 Wawancara dengan Muslim, Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
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Ruslan selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) beliau mengatakan bahwa
narapidana anak di tempatkan berbeda dengan narapidana dewasa. Narapidana anak
mempunyai blok tersendiri.13 Namun hal ini tidak dibenarkan pula oleh salah satu
narapidana anak Aswar yang mengatakan bahwa kami ditempatkan satu blok dengan
narapidana dewasa karna blok narapidana sudah penuh.14
Kondisi ini tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dari pengelola
Lembaga Pemasyarakatan setempat guna menghindari hal-hal buruk yang dapat
terjadi pada narapidana anak.
6. Hak Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana ( Remisi )
Pemberian remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana dan narapidana
anak yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dengan adil
tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi
apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ince
Muhammad Ruslan (Pembimbing Kemasyarakatan (PK)), beliau menyatakan bahwa
syarat umum seorang narapidana dewasa maupun narapidana anak mendapatkan
remisi yaitu telah menjalani masa pidana lebih dari 6 ( enam) bulan dan berkelakukan
baik. Beliau juga menambahkan untuk narapidana anak yang di tahan sekarang ini
13 Wawancara dengan Ince Muhammad Ruslan, seksi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
14 Wawancara dengan Aswar, Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
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belum mendapatkan remisi di karnakan masa pidana mereka belum cukup 6 (enam)
bulan.15 . Ince Muhammad Ruslan menjelasakan Salah satu persyaratan administrasi
dari Lapas untuk pemberian Remisi kepada Narapidana anak antara lain :
a. Kelengkapan berkas
b. Vonis dari pengadilan
c. Eksekusi dari kejaksaan
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar kurang mendapatkan haknya khususnya
di bidang pendidikan, kesehatan dan di pisahkan dari orang dewasa. Tidak adanya
ketersediaan tenaga pendidik, khususnya pada pendidikan akademik bagi para
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar   harus segera
diatasi. Pendidikan dasar serta pengetahuan akademik sangat dibutuhkan oleh
narapidana anak guna memperluas wawasan dalam berfikir.
15 Wawancara dengan Ince Muhammad Ruslan, seksi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK)





Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis
menyimpulkan sebagai beriut:
1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana anak serta putusan menteri mengenai
pendidikan dan remisi. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab IX
dalam Deskripsi Ruang Lingkup Pembinaan tentang Pembinaan Kemampuan
Intelektual (kecerdasan). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pembinaan  terhadap narapidana anak di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar yaitu hak untuk beribadah, hak
mendapat perawatan jasmani dan rohani, hak memperoleh pendidikan dan
pengajaran, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak dipisahkan dari orang
dewasa, dan hak mendapatkan pengurangan masa remisi belum sepenuhnya
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terpenuhi. Hal ini dikarenakan fasilitas yang kurang memadai dan over
capacity yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar tersebut.
Namun upaya terus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Takalar agar semua hak narapidana anak dapat terpenuhi dengan baik
terkhusus di bidang pendidikan formal, pelayanan kesehatan dan dipisahkan
dari orang dewasa.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan implikasi mengenai
pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar
terkhusus pada bidang pendidikan formal, pelayanan kesehatan, dan dipisahkan dari
orang dewasa agar :
1. Di perlukan adanya peraturan yang jelas mengatur mengenai pembinaan
terhadap narapidana anak terutama dibidang pendidikan mengingat anak
adalah asset suatu Negara.
2. Di perlukan peranan langsung dari pemerintah setempat dalam hal ini
Kementrian Hukum dan HAM untuk melakukan evaluasi terhadap
perencanaan program-program kerja yang telah dibuat. Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar di harapkan dapat bekerjasama dengan
Dinas pendidikan agar proses pendidikan formal narapidana anak dapat
terealisasikan dengan baik dan sebaiknya Lapas Takalar diisi sesuai dengan
kapasitasnya agar setiap proses pembinaan dapat terpenuhi dengan baik.
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pemberian sanksi yang tegas terhadap narapidana anak yang melanggar tata
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